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	Abstract




	
	The aim of this research is to determine the responsibilities and obstacles of the Papringan village secretary in cases of land disputes in Papringan Village. The research location is at the Papringan Village Office, Kaliwungu District, Semarang Regency. The research method used an empirical juridical legal science approach. Primary data was obtained through interviews, discussions with village secretaries, parties in land disputes, village communities to provide information regarding the resolution of land dispute cases through mediation. Secondary data was obtained from library literature. Data collection techniques used were literature studies, interviews and documentation. The qualitative descriptive data analysis technique used an interactive analysis model. The results of the research show that the responsibility carried out optimally by the village secretary can improve services, development and empowerment of the village both individually and in the village community, so that the implementation of the duties and functions of the village secretary in resolving land dispute cases is more focused in a planned, orderly manner in order to achieve the expected goals. The Village Secretary's responsibilities are carried out efficiently, effectively and are able to reduce the emergence of problems in resolving land dispute cases through mediation. The obstacles of the Papringan village secretary in the land dispute case in Papringan Village are internal and external factors. The conclusion of this research is that the responsibility of the village secretary in resolving land dispute cases in Papringan Village is good enough and optimal so that obstacles to resolving land dispute cases can be minimized.
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1. PENDAHULUAN
Pemerintah Desa merupakan salah satu pemerintahan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga rakyatnya, termasuk mengatasi segala persoalan yang sudah ada di lapangan, menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraannya. Untuk mengawasi rumah tangganya, pemerintah desa memiliki lembaga sendiri (Arsjad, 2018).   Institusi yang berkaitan dengan politik, bisnis, hukum, dan masyarakat diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Pergaulan manusia yang saling berinteraksi satu sama lain merupakan langkah awal dalam membangun masyarakat. Tujuan interaksi adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik secara individu maupun kolektif (Fadhilah, 2011).
Permasalahan sosial dan perselisihan yang terjadi dari interaksi antar warga seringkali berdampak pada tata kehidupan masyarakat desa. Konflik antara nilai-nilai sosial sebagai akibat dari isu-isu sosial yang meresap dan belum terselesaikan adalah faktor lain dalam skenario konflik. Terjadi konflik antar manusia, khususnya perebutan sengketa tanah, seperti halnya konflik sengketa tanah yang terjadi di berbagai desa di Indonesia (Oktapiana & Hasan, 2022).
Berdasarkan data Badan Pertahanan Nasional, kasus sengketa tanah di Indonesia merupakan kasus tertingi secara Nasional pada 4 Tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 sebesar 5.470., pada tahun 2019 sebesar 8.959, pada tahun 2020 sebesar 3.145, pada tahun 2021 sebesar 12.162 (Badan Pertanahan Nasional, 2022). Kasus sengketa tanah secara Nasional pada Tahun 2018 hingga Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut ini:
Table 1. Hasil Data Kasus Sengketa Tanah Secara Nasional 4 Tahun Terakhir pada Tahun 2018-2021.
	Tahun
	Sengketa Tanah

	2018
	5.470

	2019
	8.959

	2020
	3.145

	[bookmark: _Hlk129241212]2021
	2.162


Sumber: Badan Pertanahan Nasional, 2021
Tabel 1 data diatas menunjukan bahwa kasus sengketa tanah merupakan kasus tertingi secara Nasional 4 Tahun terakhir pada tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan kasus sengeka tanah di tahun sebelumnya 2017 sebesar 1.361 kasus sengketa tanah. 
Berdasarkan data Badan Pertahanan Nasional, kasus sengketa tanah pada Kabupaten Semarang 5 Tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 sebesar 126, pada tahun 2019 sebesar 115, pada tahun 2020 sebesar 140, pada tahun 2021 sebesar 138, tahun 2021 sebesar 135 (Badan Pertanahan Nasional, 2022.). Kasus sengketa tanah pada Kabupaten Semarang pada Tahun 2018 hingga Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut ini:
Table 2. Hasil Data Kasus Sengketa Tanah Kabupaten Semarang 5 Tahun Terakhir pada Tahun 2018-2022.
	Tahun
	Sengketa Tanah

	2018
	136

	2019
	115

	2020
	140

	2021
	136

	2022
	130


Sumber: Badan Pertanahan Nasional, 2021
Tabel 2 data diatas menunjukan bahwa kasus sengketa tanah di Kabupaten Semarang 5 Tahun terakhir pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan kasus masih banyak kasus sengketa tanah (Badan Pertanahan Nasional, 2022)
Berdasarkan fakta dilapangan, hasil data obeservasi dan wawancara di Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang diperoleh banyak kasus sengketa tanah masih berkriteria tinggi. Data kasus sengketa tanah di Desa Papringan 5 Tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 sebesar 15., pada tahun 2019 sebesar 18, pada tahun 2020 sebesar 20, pada tahun 2021 sebesar 23, tahun 2022 sebesar 25 (Badan Pertanahan Nasional, 2022). Data kusus sengkata tanah di Desa Papringan 5 Tahun terakhir pada tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut ini:
Table 3. Hasil Data Kasus Sengketa Tanah Desa Papringan 5 Tahun Terakhir pada Tahun 2018-2022.
	Tahun
	Sengketa Tanah

	2018
	15

	2019
	18

	2020
	20

	2021
	23

	2022
	25


Sumber: Data dikelola Desa Papringan, 2023
Tabel 3 data diatas menunjukan bahwa kasus sengketa tanah di Desa Paringan 5 Tahun terakhir pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan masih banyak kasus sengketa tanah (Badan Pertanahan Nasional, 2022.)
Beberapa kasus sengketa tanah di Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kota Semarang masih banyak mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor kurangnya kesadaran pengetahuan tentang sengketa tanah, penguasaan tanah yang tidak seimbang, kurangnya pengakuan terhadap hak masyarakat, ketidak serasian dalam penggunaan tanah. Lemahnya posisi masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah dimana sulitnya memperoleh hak legalitas hukum atas tanah, permasalahan tanah dalam penerbitan sertifikat, sengketa tanah warisan, tidak akuratnya data, dan tidak lengkapnya data (Sukarman & Iskandar, 2023). Salah satu kasus permasalahan sengkata tanah yaitu suami istri tidak mempunyai anak, kemudian mereka adopsi anak angkat putra dari adiknya. Anak adopsi tersebut sudah mempunyai akta kelahiran serta dinotariskan sebagai ahli waris. Ketika suami istri angkat meninggal maka tidak bisa diwariskan ke saudara pihak yang meninggal tersebut. Oleh sebab itu pemerintah Kota Semarang khususnya Sekretaris Desa di Desa Papringan perlu meningkatkan kinerja tanggungjawab dalam kasus sengketa tanah dan menyelesaikan solusi hambatan dalam permasalahan tentang sengketa tanah. 
Menujuk ketentuan “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun, 2014). Pasal 69 pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa. Peraturan Menteri dalam Negeri Indonesia Pasal 7 Nomor 84 Tahun 2015 tetang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tetang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. SK Sekretaris Desa No. 141/11/2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Papringan”. Jika terjadi konflik kasus, maka pemerintah desa yaitu perangkat desa selaku Sekretaris desa harus melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah.
Tanggungjawab sekretaris desa dalam kasus sengketa tanah di Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang sangat menarik untuk dikaji, karena tanggungjawab sekretaris desa sangat penting bagi jalannya sistem permerintahan desa, tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang ada di desa (Handayani, 2020). Sekretaris desa melakukan notulensi dalam melaksanakan sistem pemerintahan, jika ada sesuatu notulensi tersebut bisa dibuka kembali. Pemerintahan desa kedepannya ada dokumen-dokumen sehingga pertanggungjawaban sekretaris desa bisa baik, benar serta tidak menyimpang dari kesalahan.
 Dengan adanya tanggungjawab yang maksimal oleh sekretaris desa di harapkan dapat meningkatkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan desa baik secara individu maupun masyarakat desa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris desa harus lebih terarah secara terencana, teratur guna mencapai tujuan yang diharapkan (Walangitan et al., 2020). Hal ini menunjukan bahwa tanggungjawab Sekretaris Desa dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dan mampu menekan munculnya hambatan permasalahan dalam alternatif penyelesaian kasus sengketa tanah. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, diperlukan kajian yang lebih dalam tentang tanggungjawab Sekretaris desa dan hambatannya dalam kasus sengeta tanah. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “Tanggungjawab Sekretaris Desa Papringan Dalam Kasus Sengketa Tanah di Desa Papringan (Study Kasus di Pemerintah Desa Papringan Kecamatan Kaliwungi Kabupaten Semarang).
2. METODE
Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris adalah pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada pijakan kaidah-kaidah yang ada, dan dengan melihat aplikasi dan implikasi hukumnya (Sonata, 2015). Tempat penelitian di Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. Jenis data yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara dan diskusi dengan pihak sekretaris desa, pihak yang bersengketa tanah, masyarakat desa guna memberikan keterangan yang terkait dengan penyelesaian kasus sengketa tanah melalui mediasi (Mulyadi, 2013), Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur pustaka yaitu beberapa buku-buku referensi, artikel jurnal, artikel perundang-undangan, laporan, teori-teori, internet dan bahan literature pustaka lainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang biasa digunakan studi literatur, wawancara (interview), dokumentasi (Muhaimin, 2020). Teknik analisis data deskriptif kualitatif yang digunakan berupa model analisis interaktif didalam model ini terdapat 3 komponen yaitu redukasi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (HB Sutopo, 2006).
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Gambaran Umum Penelitian
Letak geografis Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang yang terdiri dari beberapa dusun yaitu Pacean, Kaporan, Kadirojo, Mejing, Miri, Papringan, Nglangkap, Serut, Wonogiri dan Bestrikan. Batas wilayah sebelah utara yaitu Desa Trosobo, Sebelah Selatan yaitu Desa Dlingo, Sebelah Barat yaitu Desa Kradenan, Sebelah Timur yaitu Desa Catur (BPS Kota Semarang, 2022). Peta Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut ini:

[image: https://1.bp.blogspot.com/-8Sle7ksvuNE/Xnh_AGGEtQI/AAAAAAAAJ1Q/VQIbarIV0gYqrraUxT915HIjRgb5I-qCACLcBGAsYHQ/s320/Kec_Kaliwungu.jpg]
Gambar 1. Peta Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut ini:
[image: ]
Gambar 4. Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa papringan
3.2. Tanggungjawab sekretaris desa Papringan dalam kasus sengketa tanah di Desa Papringan.
Jabatan sekretaris desa sering disingkat SEKDES adalah sekretaris di pemerintahan desa. Seorang anggota perangkat pemerintah desa yang disebut sekretariat bertanggung jawab kepada kepala desa dan dipimpin oleh seorang sekretaris desa. Tugas sekretaris desa antara lain membantu kepala desa dalam kegiatan administrasi, manajerial, dan organisasi serta memberikan dukungan administrasi kepada semua perangkat desa dan masyarakat desa yang bersangkutan (Rochmawanto, 2013).
Sekretaris desa harus mampu melayani, mempertahankan, dan mempertahankan pemerintahan desa yang sukses yang menawarkan banyak keuntungan. Tugas pokok dan tanggung jawab Sekretaris Desa telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan, pengangkatan, dan pengesahan Sekretaris Desa. Tugas tersebut antara lain menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menjalankan fungsi pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna (Hahury, 2020). Pemerintah desa khususnya yang bertugas mengurus urusan pemerintahan desa terutama sekretaris desa harus memberikan pelayanan yang baik dan bermutu kepada masyarakat desa sebagai penerima pelayanan administrasi dari pemerintah.
Berdasarkan hasil kerja, baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai, serta kesinambungan waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada sekretaris desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dapat dinilai seberapa baik kinerja sekretaris desa. Tugas sekretaris desa telah dilaksanakan dengan baik (Naranjo et al., 2016). Dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Papringan, sekretaris desa harus menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan pelayanan yang sesuai harapan masyarakat.
Kasus tanah di Desa papringan yang masih banyak dan setiap tahun meningkat dan berkriteria tinggi. Penyelesaian kasus sengketa tanah melalui mediasi sangat di upayakan terlebih dahulu karena mediasi merupakan suatu hal menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Sekretaris desa mengupayakan perdamaian kedua belah pihak yang bersengketa. Kalau bisa di musyawarahkan bersama atau kekeluargaan lebih baik dari pada ke kasus hukum bisa merambah biaya lebih tinggi dan efek lebih besar. Walaupun setiap tahun ada penambahan jumlah kasus sengketa tanah, sudah hampir 90% kasus sengketa tanah sudah berhasil diselesaikan melalui mediasi. 
Berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang menyatakan bahwa peran tanggungjawab sekretaris desa dalam kasus sengketa tanah di Desa Papringan sangat menarik dan tanggungjawab sekretaris desa sangat penting bagi jalannya sistem permerintahan desa, tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Dengan adanya tanggungjawab yang maksimal oleh sekretaris desa di harapkan dapat meningkatkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan desa baik secara individu maupun masyarakat desa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris desa lebih terarah secara terencana, teratur guna mencapai tujuan yang diharapkan.
Langkah-langkah yang ditempuh sekretaris desa sebagai mediator mediasi dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam menyelesaian kasus sengketa tanah di Desa Papringan yaitu pengaduan, melakukan pendataan masalah masalah kasus sengketa tanah yang ada di desa papringan, menganalisis/menelaah masalah, melakukan koordinasi secara interen dan eksteren untuk menggali informasi-informasi terkait sengketa tanah tersebut, undangan, melaksanakan pertemuan mediasi dengan para pihak yang bersengketa dan menyampaikan pengertian kepada para pihak, sekretaris desa mengatur jalannya proses mediasi berlangsung, menyamakan pemahaman dan menetapkan agenda hasil mediasi musyawarah (Rosiana & Junaidi, 2022; Busyro & Rangkuti, 2019). 
Sekretaris desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sekretaris desa dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah supaya lebih baik kedepannya yaitu dengan adanya pendataan masalah-masalah sengketa tanah, pendekatan-pendekatan, penggalian informasi dari tokoh masyarakat, penggalian data-data yang ada mulai dari dokumen di pemerintahan desa, set desa, dan sejarah perkembangan dari waris tanah tersebut dan tokoh mayarakat disekitar untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Memberikan sosialisasi terkait pentingnya masalah-masalah dokumen pertanahan mulai dari sertifikat, surat pernyataan ahli waris, pembagian warisan, sehingga dapat di dokumentasikan atau dibuatkan surat-surat sesuai dengan ketentuan yang ada. 
Tanggungjawab sekretaris desa Papringan dalam kasus sengketa tanah di Desa Papringan pelaksanaan implementasi terkait tugas dan fungsi sekretaris desa sudah cukup baik dan optimal. Tanggungjawab dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi dan komunikasi terbuka, keramahan dalam pelayanan sangat efektif meningkatkan kualitas penyelesaian kasus sengketa tanah dengan mediasi bagi masyarakat (Nur & Hasnita, 2019). Tanggungjawab sekretaris desa sangat penting bagi jalannya sistem permerintahan desa, tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang ada di desa (Naranjo et al., 2016) . Sekretaris desa melakukan notulensi dalam melaksanakan sistem pemerintahan, jika ada sesuatu notulensi tersebut bisa dibuka kembali. Pemerintahan desa kedepannya ada dokumen-dokumen sehingga pertanggungjawaban sekretaris desa bisa baik, benar serta tidak menyimpang dari kesalahan. 
Tanggungjawab implementasi tugas dan fungsi sekertaris desa sebagai bagian tidak terpisahkan dari komunikasi efektif sehingga mewujudkan perangkat desa khususnya sekretaris desa profesional, terbuka dan akuntabel (Handayani, 2020) . Tanggung jawab yang maksimal oleh sekretaris desa dapat meningkatkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan desa baik secara individu maupun masyarakat desa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris desa lebih terarah secara terencana, teratur guna mencapai tujuan yang diharapkan (Walangitan et al., 2020). Hal ini menunjukan bahwa tanggungjawab Sekretaris Desa dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dan mampu menekan munculnya hambatan permasalahan dalam alternatif penyelesaian kasus sengketa tanah.
3.3. Hambatan sekretaris desa Papringan dalam kasus sengketa tanah di Desa Papringan
Pemerintah desa yang tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan merupakan salah satu entitas netral yang terlibat dalam mediasi, yaitu upaya penyelesaian kasus sengketa tanah dengan membantu para pihak bersengketa untuk mencapai kesepakatan (solusi) dapat diterima oleh kedua belah pihak (Handayani et al., 2018). Kesiapan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi merupakan syarat untuk melakukan mediasi. Selain itu, perlu disiapkan mediator yang dapat membantu para pihak dalam mediasi. Tujuan mediasi adalah untuk menemukan penyelesaian damai atas konflik yang ada untuk mencegahnya bergerak lebih jauh dengan proses litigasi (Novita & Mujib, 2023). Manfaat yang diperoleh penyelesaian kasus sengketa tanah malalui mediasi cukup banyak, diantaranya perkara cepat terselesaikan, biaya relatif lebih murah, waktu yang dibutuhkan lebih singkat, hubungan para pihak akan tetap baik berdamai serta kebiasaan dalam lingkungan masyarakat Desa Papringan (Cennu et al., 2022) .
Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Budi Santoso selaku sekertaris desa menyatakan bahwa kasus sengketa tanah di Desa Papringan setiap tahun selalu ada penambahan jumlah kasus dan sudah 90% kasus tersebut sudah diselesaikan melalui mediasi. Kasus sengketa tanah apa saja yang sudah berhasil diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan mediasi oleh sekretaris desa papringan yaitu:
1.	Sengketa tanah warisan karena dulu tidak ada hitam diatas putih sehingga menimbulkan perselisihan antara ahli waris sudah banyak terselesaikan
2.	Sengketa tanah yang dijadikan tanah makam, tanah tersebut dulu dijual oleh Pak Harjo, kemudian dijual ke Pak Wahyudi kemudian warga menggugat ke pemerintah desa papringan  
3.	suami istri tidak mempunyai anak, kemudian mereka adopsi anak angkat putra dari adiknya. Anak adopsi tersebut sudah mempunyai akta kelahiran serta dinotariskan sebagai ahli waris. Ketika suami istri angkat meninggal maka tidak bisa diwariskan ke saudara pihak yang meninggal tersebut.
4.	Kasus sengketa tanah tukar guling sdh hampir ada titik temu dan akan segera terselesaikan
Penyelesaian kasus sengketa tanah di Desa Papringan melalui mediasi di upayakan terlebih dahulu karena mediasi merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi kedua belah pihak tersebut kita mengupayakan perdamaian kedua belah pihak yang bersengketa. Kalau bisa di musyawarahkan bersama atau kekeluargaan lebih baik dari pada ke kasus hukum bisa menambah biaya lebih tinggi dan efek lebih besar (Cennu et al., 2022). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Budi Santoso selaku sekertaris Desa Papringan hambatan yang ditemui sekretaris desa dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah yaitu kedua belah pihak merasa paling benar, data-data yang mereka miliki masih minim sehingga harus mencari data dari pihak keluarga, tokoh masyarakat di sekitar untuk mengumpulkan informasi2 terkait sengketa tanah tersebut. Kurangnya kesadaran pengetahuan tentang sengketa tanah dari para pihak yang bersengketa, menyelesaikan sengketa melalui mediasi yaitu sikap para pihak tidak hadir dalam melaksanakan mediasi. Sikap para pihak yang (terkadang ada pengaruh dari luar pihak agar para pihak tidak berdamai). Hal ini sesuai studi penelitian yang menyatakan bahwa hambatan sekretaris dalam kasus sengketa tanah yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Busyro & Rangkuti, 2019).
Hambatan sekretaris desa Papringan dalam kasus sengketa tanah di Desa Papringan yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan faktor internal meliputi 1) adanya kendala dari pihak yang bersengketa seperti, ketidakhadiran para pihak untuk memenuhi undangan untuk melakukan mediasi, 2) tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa 3) perbedaan kemampuan dan tingkat pendidikan di antara para pihak, 4) ketidak disiplinan, 5) ketidakjelasan batas tanah dan ketidakjelasan batas tanah, 6) pengadu sering kali tidak mengetahui persyaratan dan prosedur penyelesaian sengketa di Kantor Desa Papringan. Hambatan faktor eksternal meliputi 1) aturan yang dianggap memperlambat proses penyelesaian sengketa, 2) dari pihak ketiga baik yang berasal dari keluarga salah satu pihak yang bersengketa maupun pihak ketiga di luar para pihak yang bersengketa (Busyro & Rangkuti, 2019) . 
Upaya atau solusi yang dilakukan sekretaris desa dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam menyelesaian kasus sengketa tanah di Desa Papringan melalui mediasi yaitu pendekatan, penggalian informasi dari tokoh masyarakat, penggalian data-data yang ada mulai dari dokumen di pemerintahan desa, set desa, dan sejarah perkembangan dari waris tanah tersebut dan tokoh mayarakat disekitar untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut (Listyaningrum, 2022). Jika salah satu pihak tidak hadir mediasi, maka mediasi tidak dapat dilanjutkan jadi harus kita menjadwalkan mediasi ulang untuk melakukan mediasi lagi. Sekretaris desa sebagai tim khusus mediator mediasi di mana para pihak wajib untuk melaksanakannya dalam upaya mewujudkan keberhasilan mediasi. Upaya penyelesaian kasus sengketa tanah oleh sekertaris desa melalui musyawarah harus menghadirkan seluruh pihak yang bersengketa, agar tidak menghasilkan hasil keputusan musyawarah secara sepihak (Oktapiana & Hasan, 2022).
4. KESIMPULAN
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa tanggungjawab sekretaris desa Papringan dalam kasus sengketa tanah di Desa Papringan pelaksanaan implementasi terkait tugas dan fungsi sekretaris desa cukup baik dan optimal. Tanggung jawab yang maksimal oleh sekretaris desa dapat meningkatkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan desa baik secara individu maupun masyarakat desa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris desa harus lebih terarah secara terencana, teratur guna mencapai tujuan yang diharapkan. Tanggungjawab Sekretaris Desa dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dan mampu menekan munculnya permasalahan dalam alternatif penyelesaian kasus sengketa tanah. Hambatan sekretaris desa Papringan dalam kasus sengketa tanah di Desa Papringan yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal. Tanggungjawab sekretaris desa secara optimal sehingga hambatan penyelesaian kasus sengketa tanah bisa diminimalisir
Saran penelitian ini adalah 1) sekretaris desa sebagai mediator harus memiliki keahlian khusus, paham dan mengerti seluk beluk penyelesaian kasus sengketa tanah dengan mediasi. Sekretaris Desa mempunyai tangungjawab dalam pelaksanaan implementasi terkait tugas dan fungsinya diharapkan berperan penting memaksimalkan lembaga mediasi sebagai tempat penyelesaian sengketa tanah. Sekretaris desa dalam menyelesaikan sengketa tidak memihak kepada kedua belah pihak. 2) Dalam perjanjian perdamaian sengketa tanah, sekretaris desa membuat bukti/berkas berita acara agar orang yang tidak mendapatkan keadilan tidak terjadi lagi konflik tanah. 3) Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya tentang penyelesaian kasus sengketa tanah. 
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